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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat

diperoleh kesimpulan bahwa :

1.

Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak
membatasi usia anak angkat dan mempunyai macam-macam motif
pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan tidak memerlukan
penetapan pengadilan. Dengan demikian setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menetapkan syarat-syarat
pengangkatan anak tidak mengubah atau menghilangkan peraturan
hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Toraja

utamanya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Anak angkat dalam hukum waris Toraja mempunyai status yang sama

dengan status anak kandung. Proses pewarisan dalam masyarakat
hukum adat Toraja dilaksanakan dengan cara ma’ tallang yaitu proses
pembagian warisan dengan cara, menghitung jumlah pengorbanan
kerbau dan babi seorang anak kepada pewaris pada saat upacara rambu
solo’ atau upacara kematian. Ma’ tallang dilaksanakan setelah upacara

penguburan selesai.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis
menyarankan bahwa seyogyanya pemerintah di tingkat pusat Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau kembali
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak. Karena belum mengakomodasi pelaksanaan
pengangkatan anak yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat,
mengingat dalam hukum adat yang ada di masing-masing daerah di

Indonesia mempunyai motif pengangkatan anak yang bermacam-macam.
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